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KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA
NOMOR 700/IT6.1/PR/2020

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA)
BERBASIS UNIT KERJA INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa penyusunan rencana kerja dan anggaran
(RAK) Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta
dilakukan melalui pengusulan RAK oleh setiap unit
kerja dilingkungan Institut Surakarta;

b. bahwa guna keseragam dalam penyusunan rencana
kegiatan dan anggaran serta tercapainya sasaran
kinerja ISI Surakarta dipandang perlu adanya
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Unit Kerja;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan
Peraturan Rektor tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran Unit Kerja Institut Seni
Indonesia Surakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun
2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4301);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem = Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);


mailto:direct@isi-ska.ac.id

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4614);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 Tentang
Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152);

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18
Tahun 2011 tentang Koordinasi dan Pengendalian
Program di Lingkungan Kementerian Nasional;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 80);

12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2015 Nomor 3);

13. Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 9 Tahun 2007 tentang Indikator Kinerja
Utama;

14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Institut Seni Indonesia Surakarta (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 626);

15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi Nomor 29 Tahun 2017 tentang Statuta Institut
Seni Indonesia Surakarta (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 615).



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA
DAN ANGGARAN UNIT KERJA DI INSTITUT SENI
INDONESIA SURAKARTA.

Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Unit
Kerja Institut Seni Indonesia Surakarta merupakan
pedoman yang wajib dilaksanakan oleh seluruh unit
kerja di Institut Seni Indonesia Surakarta dalam
melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan
anggaran.

Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Unit
Kerja Institut Seni Indonesia Surakarta sebagaimana
terlampir merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam
Keputusan ini.

Hal-hal yang sangat dibutuhkan wunit kerja dalam
pelaksanaan tugas, dan belum diatur dalam Pedoman
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, akan diatur
dalam ketentuan tersendiri.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat
Keputusan ini dibebankan pada DIPA Institut Seni
Indonesia Surakarta Tahun 2020.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan
dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
ada Tanggal, 23 Oktober 2020




LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA

TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
UNIT KERJA
TANGGAL : 23 OKTOBER 2020

KATA PENGANTAR

Dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja secara lebih baik
di bidang penganggaran Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta dan
keseragaman ajuan kegiatan, maka diperlukan pedoman yang digunakan
sebagai acuan bagi unit kerja di ISI Surakarta dalam menyusun rencana
kegiatan dan anggaran.

Kegiatan merupakan penjabaran dari program yang telah dirancang
dan tertuang dalam rencana strategis, dan memerlukan pengaturan yang
matang dalam pelaksanaan bagi keseluruhan unit organisasi. Anggaran
merupakan rencana yang disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh
kegiatan suatu institusi yang dinyatakan dalam satuan keuangan. Tahap
penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak
berorientasi pada kinerja dapat menggagalkan perencanaan yang telah
disusun.

Pedoman ini diharapkan membantu unit kerja di lingkungan ISI
Surakarta dalam menyusun rencana kegiatan dan anggaran sehingga
memberi kontribusi pada pencapaian efisiensi dan efektifitas pelaksanaan
kerja, dan pada akhirnya memberikan kontribusi pada peningkatan

akuntabilitas Kinerja ISI Surakarta.



PEDOMAN PENYUSUNAN
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN UNIT KERJA
BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara secara tegas menyatakan bahwa instansi pemerintah
diwajibkan menyusun anggaran dengan mengacu kepada:

1. Pendekatan Anggaran Terpadu ;

2. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah/KPJM;

3. Penganggaran Berbasis Kinerja / PBK (Perfomance Based
Budgeting).

Di samping menerapkan tiga pendekatan, dalam anggaran
belanja negara, pemerintah juga diwajibkan untuk menerapkan 3 (tiga)
klasifikasi sesuai Bagan Akun Standar yaitu:

1. Klasifikasi Fungsi;
2. Klasifikasi Organisasi; dan
3. Klasifikasi Ekonomi atau Jenis Belanja

Ketiga pendekatan dan ketiga klasifikasi di atas selanjutnya akan
dituangkan dalam Dokumen Perencanaan Penganggaran yang dikenal
sebagai RKA-K/L dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau Daftar
Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Sebagai satuan kerja dari kementerian pendidikan dan
kebudayaan, sudah menjadi keharusan bagi Institut Seni Indonesia
Surakarta untuk menyusun anggaran dengan baik, yaitu dengan
dengan menerapkan penganggaran berbasis kinerja.

Pada dasarnya perencanaan anggaran merupakan gambaran
aktivitas operasional sebuah perguruan tinggi yang menjadi bagian dari
pemerintah. Karena itu seluruh tahapan dan proses penganggaran,
mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan,

dan evaluasi diharapkan dapat berjalan dengan baik dan berkualitas.



Untuk itu diperlukan suatu panduan yang akan digunakan sebagai
penetapan penyusunan. Pedoman penyusunan Rencana kegiatan dan
anggaran berbasis unit kerja anggaran akan menjadi panduan
perencanaan pada setiap unit kerja.

Tujuan pedoman ini adalah sebagai panduan bagi Unit Kerja di
ISI Surakarta dalam menyusun RKA yang dibiayai melalui APBN, baik
yang bersumber dari Rupiah Murni (RM), maupun Penerimaan Negara

Bukan Pajak (PNBP).



BAB II
PROGRAM DAN KEGIATAN ISI SURAKARTA

Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) merupakan suatu pendekatan
dalam sistem perencanaan penganggaran belanja Negara yang
menunjukkan secara jelas keterkaitan antara alokasi pendanaan dan
kinerja yang diharapkan atas alokasi belanja tersebut, serta
memperhatikan efisiensi dalam pencapaian kinerja. Yang dimaksud kinerja
adalah prestasi kerja yang berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil

dari program dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Landasan konseptual yang mendasari penerapan PBK meliputi:

1. Pengalokasian anggaran berorientasi untuk menghasilkan atau
mencapai tingkat kinerja tertentu (output and outcome oriented);

2. Pengalokasian anggaran Program/Kegiatan didasarkan pada tugas-
fungsi Unit Kerja yang dilekatkan pada struktur organisasi (money
follow function);

3. Terdapatnya fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap

menjaga prinsip akuntabilitas (let the managers manages).

Secara operasional prinsip utama penerapan PBK adalah adanya
keterkaitan yang jelas antara target kinerja kebijakan yang terdapat dalam
dokumen perencanaan nasional dan besaran alokasi pendanaan anggaran
yang akan dikelola K/L sesuai tugas-fungsinya (yang tercermin dalam

struktur organisasi K/L).

Hubungan antara struktur organisasi dan kinerja yang akan dicapai

merupakan kerangka PBK digambarkan seperti diagram di bawah ini:



STURKTUR

STRUKUR PENGANGGARAN

ORGANISASI
Renstra
ESELON | i
SELO Visi&Misi SasaranStrategis
Program IndikatorKinerja Utama
ESELON Il | Kegiatan IndikatorKinerjaKegiatan
Sub . .
ESELON IlI Komponen DetilBelanja
Komponen

Proses Pencapaian Output

Gambar I : Hubungan antara struktur organisasi dan struktur

Penganggaran



Tabel 1. Penjelasan Diagram Hubungan Struktur Organisasi — Struktur

Penganggaran
Struktur Struktur
No s s Keterangan
Organisasi Penganggaran
1. Eselon I/Institut | Visi Visi [SI Surakarta dibangun dengan memperhatikan
berbagai kekuatan dan kelemahan internal serta
peluang dan tantangan yang dihadapi melalui
landasan pemikiran yang proaktif
Misi Misi merupakan penjabaran serta rencana

pelaksanaan program dan kegiatan agar mampu
mencapai visi yang sudah ditetapkan

Sasaran Strategis

Sasaran strategis adalah sasaran yang didefinisikan
secara luas yang harus dicapai agar sebuah strategi
berhasil

Program

Program merupakan penjabaran dari kebijakan
sesuai dengan visi dan misi K/L yang rumusannya
mencerminkan tugas dan fungsi unit Eselon I atau
unit K/L yang berisi Kegiatan untuk mencapai hasil
dengan indikator kinerja yang terukur

Hasil (outcome)

o Hasil merupakan prestasi kerja yang berupa
segala sesuatu yang mencerminkan
berfungsinya output dari Kegiatan dalam satu
Program

o Kriteria dari hasil sebuah Program adalah : 1)
Mencerminkan Sasaran Kinerja unit Eselon I
sesuai dengan visi, misi dan tugas- fungsinya; 2)
Mendukung Sasaran Strategis K/L; dan 3)
Dapat dilakukan evaluasi.

Indikator  Kinerja
Utama Program

o IKU Program merupakan instrumen yang
digunakan untuk mengukur hasil pada tingkat
Program

® Pendekatan yang digunakan dalam menyusun
IKU Program berorientasi pada kuantitas dan
kualitas

Eselon II

Kegiatan

Kegiatan merupakan penjabaran dari Program yang
rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi Satker
atau penugasan tertentu K/L yang berisi komponen
Kegiatan untuk mencapai output dengan indikator
kinerja yang terukur.

Output/Keluaran

¢ Output merupakan prestasi kerja berupa barang
atau jasa yang dihasilkan oleh suatu Kegiatan
yang  dilaksanakan  untuk  mendukung
pencapaian sasaran dan tujuan program dan
kebijakan.

o Kriteria dari output adalah mencerminkan
sasaran kinerja Satker sesuai Tugas-fungsi atau
penugasan prioritas pembangunan nasional;

® Merupakan  produk  utama/akhir  yang
dihasilkan oleh Satker penanggung jawab
kegiatan;

o Bersifat spesifik dan terukur;




Setiap Kegiatan bisa menghasilkan output lebih
dari satu jenis;

Setiap Output didukung oleh komponen
masukan dalam implementasinya,

Indikator  Kinerja
Kegiatan (IKK)

IKK merupakan instrumen yang digunakan
untuk mengukur output pada tingkat
Kegiatan.

Pendekatan yang digunakan dalam menyusun
IKK berorientasi pada kuantitas, kualitas,
dan/atau harga.

e Sub output pada hakikatnya merupakan output

Sub output : ¢
e Suboutput sifatnya optional
Eselon III Komponen Merupakan tahapan/bagian dari proses

pencapaian output, yang berupa paket-paket
pekerjaan

Komponen bisa langsung mendukung pada
output atau pada suboutput

Sub komponen

Sub  komponen merupakan kelompok-
kelompok detil belanja, yang disusun dalam
rangka memudahkan dalam pelaksanaan
Komponen

Sub komponen sifatnya optional (boleh
digunakan, boleh tidak).

detail

Detil Belanja merupakan rincian kebutuhan
belanja dalam tiap-tiap jenis belanja yang
berisikan item-item belanja




BAB III
TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN

A. Tahapan dan Prosedur Penyusunan RKA ISI Surakarta

RKA yang disusun oleh setiap Unit Kerja dilingkungan ISI
Surakarta yang diusulkan merupakan bahan untuk menyusun
Rencana Kerja ISI Surakarta yang kemudian dijabarkan ke dalam RKA
ISI Surakarta sampai akhirnya menjadi RKA-KL dan DIPA.

Tahapan penyusunannya dimulai dari penyusunan RKA di tingkat
Unit Kerja yang selanjutnya diajukan kepada Rektor dan ditembuskan
ke Bagian Perencanaan untuk menentukan urgensi dan skala prioritas
dan dikompilasi menjadi satu RKA (Satu TOR dan satu RAB).
Penyusunan RKA ini agar dikoordinasikan pada tingkat Unit Kerja
dengan jajaran yang terkait untuk dievaluasi guna menghindari
duplikasi rencana, dan pengabaian rencana yang dinilai penting.

RKA yang disusun oleh setiap Unit Kerja harus mengacu pada
RENSTRA, dan RKA tersebut harus mencerminkan kegiatan yang
merupakan tugas dan fungsi dari Unit Kerja terkait. RKA yang
mengacu pada RENSTRA dalam mencapai hasil/output dapat
dilakukan secara bertahap ataupun dalam satu tahun anggaran,
artinya pencapaian output sesuai dengan indikator keberhasilan pada
RENSTRA dapat dicapai secara bertahap mengacu pada tahapan yang
ditargetkan pada RENSTRA. RKA juga mengacu pada STATUTA atau
OTK, artinya Kegiatan yang dilakukan sesuai RKA tersebut harus
merupakan tugas dan fungsi dari masing-masing Unit Kerja sehingga
tidak ada RKA yang tumpang tindih antar Unit Kerja.

Pencapaian Target dalam menyusun RKA sangatlah penting
sehingga keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan dapat terukur
dan terencana. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
berdasarkan Renstra ISI Surakarta. Hal penting dalam penyusunan
RKA adalah Pagu Sementera PNBP sudah ditetapkan terlebih dahulu
dan ditetapkan oleh Rektor. Secara rinci proses penyusunan dapat
dilihat pada uraian berikut ini :

1. Kabag Perencanaan beserta Staf menyiapkan Panduan format
penyusunan usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA); minggu
ke-3 bulan 11 TS-1;

2. Rektor memberikan masukan dan pertimbangan mengenai isi
Panduan dan Pola Penyiapan RKA. ( Minggu ke-3 bulan 11 TS-1);

3. Kepala Biro AKP menandatangani surat pengantar panduan
Format acuan penyusunan program dan anggaran TS+1
yang terdiri dari Panduan Penyusunan RKA, Panduan Penyusunan
TOR, dan Renstra ISI Surakarta. Panduan disampaikan kepada



10.

11.

12.

13.

14.

Unit/Bagian/Lembaga/Biro dilingkungan ISI Surakarta untuk
menyampaikan Usulan RKA ke bagian Perencanaan dan
Kerjasama . (Minggu ke-4 Bulan 12 TS-1);
Ka Unit/Ka.Bagian/Ka Lembaga/Ka Biro dilingkungan ISI
Surakarta menyampaikan Usulan RKA ke bagian Perencanaan dan
Kerja sama (Minggu ke 2 Bulan Desember TS - 1);
Kasubbag Perencanaan mengkompilasi usulan Rencana Kerja
dan Anggaran (RKA) dari Unit/Bagian/Lembaga/Biro
dilingkungan ISI Surakarta sesuai dengan pagu sementara
(Minggu ke 2 Bulan Desember TS-1);
Kompilasi usulan RKA Unit/Bagian/Lembaga/Biro di bahas
pada Rapat Kerja (Raker) Tingkat Rektorat;
Pagu Indikatif Fakultas, Pascasarjana dan Rektorat ditetapkan
Oleh Rektor melalui Pra Rapat Kerja. (minggu ke-2 Januari TS);
Bagian  Perencanaan  memverifikasi  usulan RKA  dan
mengkoordinasikan penyesuaian RKA Rektorat agar sesuai dengan
Pagu Indikatif yang ditetapkan;
Ka. Biro AKP menandatangani surat pengantar panduan format
acuan penyusunan program dan anggaran TS+1 yang terdiri
dari Panduan Penyusunan RKA, Panduan Penyusunan KAK dan
Renstra ISI Surakarta. Panduan disampaikan kepada Fakultas
/Pascasarjana dilingkungan ISI Surakarta untuk menyampaikan
Usulan RKA ke bagian Perencanaan dan Kerjasama berdasarkan
Alokasi Pagu Indikatif yang diputuskan dalam rapat (Minggu ke-3
Bulan Januari TS );
Fakultas/Pascasarjana dilingkungan ISI Surakarta
berdasarkan hasil rapat Fakultas menyampaikan Usulan RKA ke
bagian Perencanaan. (Minggu ke 2 Pebruari TS);
Panitia/tim mengkompilasi usulan Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA) dari Fakultas/Pascasarjana dilingkungan ISI Surakarta
sesuai dengan Alokasi Pagu Indikatif (Minggu ke-3 Pebruari TS);
Kompilasi Usulan RKA dari Fakultas/Pascasarjana digabung
dengan Usulan RKA dari Unit/Bagian/Lembaga/Biro
dilingkungan ISI Surakarta untuk dibahas pada Rapat Kerja
Tingkat Institut. (Minggu ke-3 Pebruari TS);
RKA hasil Raker Tingkat Institut dikompilasi oleh Panitia/tim RKA
(Minggu ke-4 Pebruari TS);
RKA Final ditetapkan oleh Rektor.

B. Jadwal Penyusunan RKA ISI SURAKARTA

Sesuai dengan Bagan Alur di atas maka jadwal penyusunan RKA TA n



dapat diuraikan pada tabel jadwal berikut ini:

Tabel 2. Jadwal Kegiatan Penyusunan RKA ISI Surakarta TA n

Raker Rektorat

WAKTU KEGIATAN FASILITATOR
Pengajuan Target sementara
Minggu IV Desember n-2 PNBP & RKA Rektorat serta BAKP

Minggu IV Desember n-2

Penyusunan Pagu Indikatif

Bagian Perencanaan

+BAKP+PIMPINAN

Minggu II Januari n-1

Sosialisasi Penyusunan Draft

Bagian Perencanaan +

RKA BAKP
Minggu III Januari n-1 Penyusunan Draft RKA UNIT KERJA
Bag
Minggu IV Januari n-1 Penelaahan Draft RKA Perencanaan+BAKP+TIM

SPI+UNIT KERJA

Minggu I Pebruari n-1 RKA sudah Semi Final BAKP
RKA dibahas pada Rapat
Minggu II Pebruari UNIT KERJA
FAKULTAS/PASCA/REKTORAT
Minggu III Pebruari n-1 RKA FINAL UNIT KERJA+BAKP

Bag Perencanaan

Minggu IV Pebruari n-1 RKA dibahas pada Rapat +BAKP+PIMPINAN+UNIT
KERJA
Minggu I&II Maret n-1 Penyusunan TOR/RAB UNIT KERJA

C. Ketentuan Penyusunan RKA

Berdasarkan peraturan baru yang dikeluarkan oleh DJA Kementerian

Keuangan, maka pola penyusunan RKA di ISI Surakarta mengacu pada

peraturan tersebut.

Menurut skala prioritas, aktivitas pada RKA yang diajukan oleh setiap

Fak/Pasca/Unit kerja, dibagi dalam 2 kategori yaitu:

1. Prioritas Utama (PU)

Yaitu RKA yang merupakan kegiatan pokok dan tidak boleh

dihilangkan.

RKA Prioritas utama terdiri dari :




a. kegiatan operasional unit kerja
contoh : kegiatan operasional perkantoran seperti Gaji,
pemeliharaan, belanja keperluan  perkantoran, honor
operasional satuan kerja.

b. kegiatan pokok yang merupakan TUPOKSI unit kerja terkait
dan merupakan kegiatan rutinitas dan berulang sesuai dengan
KPJM (Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah)
contoh : kegiatan penelitian untuk Lembaga Penelitian,
kegiatan P2M untuk Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat,
Perbaikan dan pengembangan Jaringan Hot Spot untuk
Puskom, serta proses penyelenggaran Tri Dharma Perguruan
Tinggi untuk Fakultas/Pasca.

2. Prioritas Pendukung (PP)

Yaitu RKA yang merupakan kegiatan pendukung dalam menunjang
kegiatan prioritas utama. RKA Prioritas pendukung terdiri dari :
a. Kegiatan yang merupakan pendukung dalam pencapaian
output
Contoh : dalam menyelenggarakan penyusunan proposal
penelitian perlu diadakan pelatihan penyusunan proposal, dan
dalam rangka memanfaatkan hasil penelitian tersebut perlu
dibuatkan kegiatan desiminasi hasil penelitian
b. Kegiatan inovatif yang menunjang pencapaian output

Contoh : magang, penghargaan, dll.

Menurut sumber dana, aktivitas pada RKA yang diajukan oleh

setiap setiap Fak/Pasca/Unit kerja, dibagi dalam 2 sumber yaitu:

1. Dana yang bersumber dari RM (Rutin Murni)
RKA ini dapat berupa kegiatan prioritas utama ataupun
pendukung akan tetapi nilainya tidak dapat dipastikan. RKA ini
terdiri dari dana eks rutin (gaji dan tunjangan, operasional
satker) dan eks pembangunan (program kegiatan dan fisik).

2. Dana yang bersumber dari PNBP (Pendapatan Negara Bukan
Pajak)
Yaitu RKA yang disusun berdasarkan usulan dari masing-masing
Unit Kerja berdasarkan pagu indikatif yang diberikan. Dana ini

diberikan berdasarkan pembagian proporsi pagu antara


http://www.anggaran.depkeu.go.id/Content/buku_3.pdf

fakultas/pasca dengan rektorat melalui kesepakatan rapat
pimpinan, sedangkan untuk rektorat pembagian pagu

berdasarkan analisis SP4 + BAKP dengan persetujuan Pimpinan.

Rencana kerja yang diusulkan tidak boleh menyimpang dari

rencana kerja yang telah dijabarkan dalam Renstra.

. Data Pendukung dalam Menyusun RKA

Rencana Kerja dan Anggaran terdiri dari dua bagian yang saling
terkait satu sama lain, yaitu Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Term of
Reference (TOR) dan Rencana Anggaran Belanja (RAB). Masing-

masing bagian dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kerangka Acuan Kerja atau Term of Reference (TOR), adalah
suatu dokumen yang menginformasikan gambaran umum dan
penjelasan mengenai keluaran kegiatan yang akan dicapai
sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga
yang memuat latar belakang, penerima manfaat, strategi
pencapaian, waktu pencapaian, dan biaya yang diperlukan.
Fungsi TOR adalah sebagai berikut:

a) Alat bagi pimpinan untuk melakukan pengendalian
kegiatan yang dilakukan oleh bawahannya;

b) Alat bagi para Perencana Anggaran untuk menilai urgensi
pelaksanaan kegiatan tersebut dari sudut pandang
keterkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi;

c) Alat bagi pihak-pihak pemeriksa untuk melakukan
pemeriksaan realisasi kegiatan tersebut; dan

d) Sebagai informasi bagaimana output kegiatan
dilaksanakan/ didukung oleh komponen input, serta apa
saja tahapan-tahapan yang dibutuhkan dan bagaimana
pelaksanaannya untuk mencapai output Kandungan

dalam TOR meliputi antara lain:



(1) Uraian mengenai apa (what) pengertian kegiatan yang
akan dilaksanakan serta keluaran (output) yang akan
dicapai;

(2) Mengapa (why) kegiatan tersebut perlu dilaksanakan
dalam hubungan dengan tugas pokok dan fungsi dan
atau sasaran program yang hendak dicapai oleh
satuan kerja;

(3) Siapa (who) satker/panitia/tim /personil yang
bertanggung jawab melaksanakan dalam pencapaian
output. Termasuk juga siapa (who) sasaran yang akan
menerima manfaat dari kegiatan tersebut;

(4) Kapan (when) kegiatan tersebut dimulai dan berapa
lama (how long) waktu yang dibutuhkan untuk
menyelesaikannya;

(5) Di mana/lokasi (where) kegiatan tersebut
dilaksanakan;

(6) Bagaimana (how) kegiatan tersebut dilaksanakan; dan

(7) Berapa perkiraan biayanya (how much) yang

dibutuhkan.

Format TOR adalah sebagai berikut:
[. Pendahuluan

Menjelaskan dasar hukum yang terkait dengan tugas pokok dan
fungsi satker berupa Undang-Undang (UU), Keputusan Presiden
(Keppres), Peraturan Menteri (Permen) dan yang lainnya serta
kebijakan kementerian negara/lembaga yang merupakan dasar
keberadaan kegiatan/aktivitas berkenaan berupa peraturan

perundangan yang berlaku.
II. Rencana Aktivitas
a. Gambaran Umum
Menjelaskan secara singkat mengapa (why) aktivitas tersebut

dilaksanakan dan alasan penting aktivitas tersebut

dilaksanakan serta keterkaitan aktivitas yang dipilih dengan



aktivitas keluaran (output) dalam mendukung pencapaian
sasaran dan kinerja program, yang pada akhirnya akan
mendukung pencapaian tujuan kebijakan, mencakup:
1) Alasan umum
Diuraikan mengapa aktivitas ini perlu dilakukan
2) Alasan penambahan/pengurangan anggaran
Diuraikan mengapa aktivitas ini memerlukan
penambahan/pengurangan anggaran.
3) Cakupan output
cakupan keterkaitan output dengan relevansi kegiatan.
4) Kinerja dua tahun sebelumnya.
Menjelaskan capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya
(minimal 2 tahun).
5) Keterkaitan dengan prioritas Tugas dan Fungsi Unit
Pengusul.
Kegiatan yang diusulkan agar menjelaskan keterkaitan
tugas dan fungsi dari masing-masing kegiatan yang
dilakukan dengan tugas dan fungsi dari unit pengusul.
Maksud dan Tujuan
Menjelaskan mengapa (why) kegiatan harus dilaksanakan dan
berisikan hasil akhir yang diharapkan dari suatu kegiatan
(bersifat kualitatif) serta manfaat (outcome) kegiatan.
Keluaran
Menjelaskan keluaran (output) apa saja yang dihasilkan dari
suatu kegiatan.
Penerima Manfaat
Menjelaskan siapa saja yang akan menerima manfaat atas
tercapaiannya keluaran (output) tersebut. Bisa unsur dari
dalam satker / Kementerian / Lembaga atau masyarakat.
Strategi dan Pencapaian
i. Metode Pelaksanaan
Menjelaskan metode apa yang akan dilakukan (How) dalam

rangka melaksanakan aktifitas untuk mencapai keluaran.



ii.

iii.

Apakah dengan cara kontraktual atau dengan cara
sewakelola. Yang dimaksud dengan swakelola adalah
kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannnya
direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh
K/L sebagai penanggung jawab anggaran, instansi
pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.

Contoh Penyelenggaraan diklat, kursus, penataran,
seminar, lokakarya atau penyuluhan, Pekerjaan survey,
pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah,
pengujian dilaboratorium dan pengembangan sistem
tertentu, Pekerjaan  untuk proyek percontohan (pilot
project) dan survey yang Dbersifat khusus untuk
pengembangan teknologi/metode kerja yang belum dapat
dilaksanakan olen penyedia barang/jasa, dan lain-lain.
Kontraktual adalah pekerjaan yang cara pelaksanaannya
memerlukan perjanjian tertulis antara PPK dengan

Penyedia Barang/Jasa.

Metodologi Pelaksanaan

Menjelaskan metode apa yang akan dilakukan (how) dalam
rangka melaksanakan aktifitas untuk mencapai keluaran.
Apakah dengan cara panel survei atau sebagainya, serta
bagaimana cara pengambilan sampelnya (metode
pengumpulan data dan metode pengambilan sampel dan

estimasi).
Tahapan Pelaksanaan

Menjelaskan tahapan-tahapan dalam pencapaian sasaran,
berupa penjelasan dari masing-masing komponen input
(what, how, who, where). Bagaimana komponen input
tersebut dilaksanakan serta jadwal pelaksanaan (when) dari
masing-masing komponen input berupa time table yang
dituangkan dalam empat tahapan kegiatan, yaitu

Perencanaan/Persiapan, Pelaksanaan, Pengolahan dan



III.

IV.

Laporan/Diseminasi.

f.  Waktu Pelaksanaan
Merupakan jadwal waktu (time table) pelaksanaan, masing-
masing aktivitas.

g. Waktu Pencapaian Keluaran
Menjelaskan kapan keluaran (output) kegiatan tersebut akan
dicapai (when), apakah selama beberapa bulan, selama tahun

berjalan, atau terus menerus setiap tahun.

Rencana Anggaran Biaya

Menjelaskan berapa biaya yang dibutuhkan untuk mencapai
keluaran tersebut (how much) secara global. Biaya lebih rinci
tercantum dalam Rincian Anggaran dan Biaya (RAB) yang

merupakan satu kesatuan dengan TOR.
Penandatangan TOR

TOR harus ditandatangani oleh Eselon II, disetujui oleh Eselon I,

dan distempel.

3. RAB adalah suatu dokumen yang berisi tahapan pelaksanaan, rincian

komponen-komponen masukan dan besaran biaya dari setiap

komponen suatu kegiatan. RAB mencakup penjabaran lebih lanjut

dari unsur perkiraan biaya (how much) dalam rangka pencapaian

output kegiatan dalam TOR. RAB sekurang-kurangnya memuat:

a.

Rincian aktivitas/belanja;
Perhitungan harga satuan, volume dan jumlah harga masing-
masing komponen;

Jumlah total harga yang menunjukkan harga keluaran/output.

Fungsi RAB yaitu sebagai berikut:

a.

Alat untuk memberikan informasi rincian perkiraan komponen
biaya yang dibutuhkan dalam TOR;
Alat bantu untuk mengidentifikasi komponen biaya utama dan

pendukung suatu output dalam TOR; dan



c. Alat untuk menghitung total biaya yang diperlukan atas suatu

output dalam TOR.

Contoh format TOR dapat dilihat di lampiran

E. Panduan Penyusunan RKA
1. Pola Penyusunan RKA

Terkait dengan tata cara penyusunan atau pola yang digunakan
dalam menyusun RKA di Tahun n, terdapat beberapa hal yang perlu
diperhatikan dalam menyusun rencana kerja dengan biaya yang

diperlukan, antara lain sebagai berikut :

1) RKA yang disusun harus berdasarkan Ketentuan Penyusunan
RKA sesuai point C.

2) Usulan kegiatan harus didukung/dilengkapi dengan volume,
satuan, dan sasaran yang dituju.

3) Untuk volume adalah jumlah item kegiatan pada RKA, dan
untuk satuan dapat dibuat dengan menyesuiakan pada realitas
kegiatan, sedangkan untuk sasaran adalah steakholder atau
obyek kegiatan yang menjadi tujuan.

4) Untuk belanja modal satuan yang digunakan adalah paket atau

unit tergantung jenis belanja modal dalam RKA.

2. Penjelasan Umum dan Format Penyusunan RKA Tahun n
Penjelasan Umum

1. Sejak tahun 2009 pemerintah mulai mengaplikasikan
penyusunan usulan program dan anggaran berbasis kinerja
(performance base) secara ketat. Artinya, bahwa usulan program
dan anggaran disusun dengan prioritas hasil keluaran (output)
yang optimal sehingga dalam penyusunannya harus didasarkan
atas payung kegiatan yang spesifik dengan indikator keluaran
yang SMART (Specific, Measurable, Attainable, Reliable and
Timely) serta memenuhi kaidah aturan Bagan Akun Standar

(BAS).



Sehubungan dengan itu, penyusunan usulan program dan
anggaran akan dilaksanakan melalui 2 (dua) tahapan yakni;
tahap penyusunan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) sebagai
bahan Rapat, dilanjutkan dengan tahap penyusunan RKA-KL
(Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga).

Format RKA merupakan format Rekapitulasi usulan program,
kegiatan dan anggaran yang diusulkan oleh
Fakultas/Unit/Lembaga/Pascasarjana berdasarkan usulan unit
dasar (Jurusan/Lab/Bagian) yang mengacu pada target sasaran
Rencana Strategi.

RKA dapat dikatakan sebagai jembatan penghubung dalam
penyusunan usulan program, kegiatan dan anggaran untuk
memenuhi capaian indikator rencana sasaran target n sesuai
tabel terlampir.

Penyusunan RKA-KL merupakan finalisasi usulan program dan
anggaran yang dikuatkan dengan data dukung seperti Proposal
Kegiatan, TOR, RAB, brosur harga, SK, Jadwal pelaksanaan dan
Pencairan Anggaran, serta pendukung lainnya guna menguatkan
proposal kegiatan yang diusulkan.

Sebagai bahan rapat institut, tiap-tiap Unit/Lembaga agar
mengumpulkan Format RKA sesuai draft alokasi PNBP yang
tahun n terlampir. Sedangkan usulan RM (Rupiah Murni)
dicantumkan dalam RKA Fakultas/Unit yang mengusulkan
sesuai program prioritas nasional (top down) seperti program
hibah (Hibah Penelitian, PHK, PGBI, dll), beasiswa mahasiswa.
Penyusunan RAB Kegiatan agar mengacu pada tarif Standar
Biaya Masukan (SBM) dan tarif Standar Biaya Keluaran (SBK).
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur SBM dan
SBK dapat di download pada website Kementerian Keuangan
Direktorat Jenderal Anggaran RI

(http:/ /www.anggaran.depkeu.go.id)



Tabel 3. Format dan Contoh Penyusunan RKA

TABEL
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
IST SURAKARTA

TAHUN

FAKULTAS/LEMBAGA/BIRO/BAGIA

N/UNIT/.....

CONENINPUT | KEGIVIAN | PEMBIAYAAN | SASARAN
| KEGITAN/SUB o Tguan | Ru | ppp | PROGRAM | KETERATGAR
1 Diklat Teknis 38 orang 900'880' P4 ’It‘grllaa{nl?g]?
P4.2.6

Penjelasan Pengisian Format RKA

1. Isian : Fak/Pasca/Unit/Lembaga: ......... dilsi dengan Nama
Fakultas/Pascasarjana/Unit/Lembaga

2. Kolom 1 : diisi dengan nomor urut kelompok kegiatan.

3. Kolom 2 : diisi dengan nama uraian kegiatan/sub
kegiatan/komponen yang diusulkan pada tahun anggaran n secara
jelas dan singkat.

4. Kolom 3 : diisi sesuai dengan target volume output kegiatan (dengan
angka) yang akan dihasilkan dari kegiatan tersebut.

5. Kolom 4 : diisi dengan satuan volume sasaran dari dari masing-
masing output kegiatan.

6. Kolom 5 : diisi dengan nilai anggaran kegiatan yang diusulkan
bersumber dari Rupiah Murni (RM).

7. Kolom 6 : diisi dengan nilai anggaran kegiatan yang diusulkan
bersumber dari PNBP.

8. Kolom 7 : diisi dengan kode sasaran sesuai dengan kode program
yang relevan dalam Tabel Target Sasaran Rencana Strategis

9. Kolom 8 : diisi dengan uraian keterangan apabila ada hal-hal khusus

yang dapat memperjelas usulan kegiatan.

i. Cara Pengajuan RKA
Penyusunan RKA dilakukan secara online dan konsulidasi dengan
pimpinan terkait di wunit kerja masing-masing. RKA diverifikasi
pimpinan unit kerja masing-masing sebagai pengesahan untuk
kemudian dikirimkan ke Bagian perencanaan secara online.



BAB IV
PEMAHANAN BAGAN AKUN STANDAR (BAS)
SEBAGAIITEM PENYUSUNAN RAB PENDUKUNG RKA

A. Klasifikasi Akun Standar
Bagan Akun Standar adalah daftar perkiraan buku besar yang
ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan
perencanaan, pelaksanaan anggaran, serta pertanggungjawaban dan
pelaporan keuangan pemerintah pusat. Seperti yang telah diuraikan
pada Bagian Pendahuluan, disebutkan bahwa dalam menyusun
Anggaran Belanja setiap Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah
diwajibkan untuk menerapkan tiga klasifikasi belanja menurut BAS.
Posisi ISI Surakarta di dalam Klasifikasi BAS dijelaskan
sebagai berikut :
1. Klasifikasi Organisasi
Klasifikasi organisasi adalah pengelompokan anggaran belanja
negara berdasarkan struktur K/L, tidak bersifat permanen dan
akan disesuaikan dengan susunan Kementerian Negara/Lembaga
pemerintah pusat yang ada. Berdasarkan Lampiran 1 BAS dan
Lampiran I PMK No.101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi
Anggaran, ISI Surakarta mempunyai Kode Bagian Anggaran 047
2. Klasifikasi Berdasarkan Fungsi
Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang
tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan
pembangunan nasional. Klasifikasi belanja berdasarkan fungsi
diatur dalam penjelasan Pasal 11 Ayat (5) UU No.1 Tahun 2003,
terdiri atas 11 (sebelas) fungsi utama. Dari 11 (kesebelas) fungsi
tersebut ISI Surakarta mempunyai fungsi utama penyelenggara
pendidikan kode (047.01).
3. Klasifikasi Ekonomi (Jenis Belanja)
Klasifikasi berdasarkan jenis belanja menurut Penjelasan Pasal
11 UU No.1 Tahun 2003 terdiri atas delapan jenis belanja yaitu :
Belanja Pegawai (51), Belanja Barang (52), Belanja Modal (53),
Belanja Pembayaran Bunga Utang (54), Belanja Subsidi (595),
Belanja Bantuan Hibah (56), Bantuan Sosial (57), dan Belanja
Lain-lain (58). Sedangkan di ISI Surakarta umumnya
menggunakan tiga jenis belanja, yaitu : Belanja Pegawai (51),
Belanja Barang (52), dan Belanja Modal (53).

B. Jenis Belanja yang Digunakan untuk Penyusunan RAB pada RKA di
ISI Surakarta



Jenis belanja yang digunakan dalam penyusunan anggaran di RAB
yang diusulkan sesuai dengan RKA diantaranya dapat dilihat pada
tabel berikut.

LAMP 01 : JENIS BELANJA-MATA ANGGARAN KEGIATAN

AKUN PENJELASAN
52 BELANJA BARANG
521 BELANJA BARANG
5211 Belanja Barang Operasional

52111 Belanja Barang Operasional

B21111 Belanja Keperuan Perkantoran

Pengeluaran untuk membiayai keperuan sehari-hari perkantoran yang secara langsung menunjang

kegiatan operasional Kementerian negara/ lembaga terdiri dari :

-  Satuan biaya yang dikaitkan dengan jumlah pegawai yaitu pengadaan barang yang habis
dipakai antara lain pembelian alat-alat wlis, barang cetak, alat-alat rumah tangga, langganan
surat kabar/beritafmajalah, biaya minum/makanan kecil untuk rapat, biaya penerimaan tamu.

-  Satuan biaya yang tidak dikaitkan dengan jumlah pegawai antara lain biaya
satpam/pengaman kantor, cleaning service, sopir, tenaga lepas (yang dipekerjakan secara
kontraklual), telex, internet, komunikasi khusus diplomat, pengurusan penggantian sertifikal
tanah yang hilang, pembayaran PBB.

- Pengeluaran untuk membiayai pengadaan/penggantian inventaris yang berhubungan
dengan penyelenggaraan administrasi kantor/satker di bawah nilai kapitalisasi.

- Pembelian buku cek/buku giro bilyet.

- Pembelian meterai.

521112  |Belanja Pengadaan Bahan Makanan

Pengeluaran untuk pengadaan bahan makanan.

521113 [Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh

Pengeluaran untuk membiayai pengadaan bahan makanan / minuman / obat-obatan yang diperlukan
dalam menunjang pelaksanaan kegiatan operasional kepada pegawai.

521114  [Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat

Pengeluaran untuk membiayai Pengiriman surat menyurat dalam rangka kedinasan yang dibayarkan
pleh Kementerian Negara/lembaga.

021115 [Belanja Honor Operasional Satuan Kerja

Honor tidak tetap yang digunakan untuk kegiatan yang terkait dengan operasional kegiatan satuan
kerja sepertl, honor pejabat kuasa pengguna anggaran, honor pejabat pembuat komitmen, honor
pejabat penguji SPP dan penanda tangan SPM, Honor Bendahara Pengeluaran/Pemegang Uang
Muka, Honor Staf Pengelola Keuangan, Honor Pengelola PMBP (honor atasan langsung, bendahara
idan sekretariat), honor pengelola satuan kerja (vang mengelola gaji pada Kementerian Pertahanan),
honer Tim SAl (Pengelola SAK dan SIMAKBMN). Honor Operasional Satuan Kerja merupakan honor
lyang menunjang kegiatan operasional yang bersangkutan dan pembayaran honornya dilakukan
lsecara terus menerus dari awal sampai dengan akhir tahun anggaran.

521119 |Belanja Barang Operasional Lainnya

Pengeluaran untuk membiayai pengadaan barang yang tidak dapat ditampung dalam mata anggaran
521111, 521112, 521113, 521114, 521115 dalam rangka kegiatan operasional. Belanja Barang
[Dperasional Lainnya dapat digunakan untuk belanja bantuan transport dalam kota, dalam rangka
kegiatan operasional satker.

p212 EBelanja Barang Non Operasional

52121 Belanja Barang Non Operasional




521211

Belanja Bahan

IPengeluaran yang digunakan untuk pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan {yvang habis
Hipakai) seperti -

= Alat tulis kantor (ATK);

= Konsumsibahan makanan;

- Bahan cetakan;

- Dokumentasi;

- Spanduk;

= Biaya fotokopi;
lvang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan non operasional seperti dies natalis, pameran, seminar |
lsosialisasi, rapat, diseminasi dan lain lain yang terkait langsung dengan cutput suatu kegiatan.

521212 [Belanja Barang Transito
Digunakan untuk pengeluaran pembiayaan belanja barang pada satuan kerja-satuan kerja yang baru
HibentukJPT termasuk di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yvang dilikuidasi atau satker
lvang tidak melekat pada Bagian Anggaran / Kementerian Megara / Lembaga serta bisa digunakan
oleh satker lain yang telah diberikan persetujuan oleh Menkeu.

1521213 Belanja Honor Output Kegiatan
Honor tidak tetap yang dibayarkan kepada pegawai yang melaksanakan kegiatan dan terkait dengan
joutput seperti © honor untuk Pelaksana Kegiatan Penelitian, honor penyuluh non PMNS, Honor Tim
IPelaksana Kegiatan (pengarah, penanggung jawab, koordinator, ketua, sekretaris, anggota dan staf
ekretariat), Honor Pejabat Pengadaan BarangfJasa, Honor Panitia Pengadaan BarangfJasa, Honor
[Panitia Pemeriksa Penerima Barang/Jasa, untuk pengadaan yang tidak menghasilkan Aset
[Tetap/Aset Lainnya.
Honor Output Kegiatan dapat digunakan untuk biaya honor yang timbul sehubungan dengan/dalam
Fangka penyerahan barang kepada masyarakat.
Honor Qutput Kegiatan merupakan honor yang dibayarkan atas pelaksanaan kegiatan yang insidentil
lHan dapat dibayarkan tidak terus menerus dalam satu tahun.

21214 Belanja Karena Rugi Selisih Kurs Uang Persediaan Satker Perwvakilan Rl/Atase Teknis
Digunakan untuk mencatat kerugian selisih kurs Ulang Persediaan pada Satker Perwakilan RI di Luar
Megeri dan Atase Teknis.

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
Digunakan untuk pengeluaran yang tidak dapat ditampung dalam akun 521211, 521212, 521213,
ldan 521214,
[Belanja Barang Mon Operasional Lainnya dapat digunakan untuk biaya-biaya Crash Program.

1522 IBELANJA JASA

15221 [Balanja Jasa

152211 Belanja Langganan Dava dan Jasa

22111 Belanja Langganan Listrik
[Belanja langganan listrik, termasuk belanja apabila terjadi denda atas keterlambatan pembayaran
tagihan langganan listrik.

522112 Belanja Langganan Telepon
Belanja langganan telepon, termasuk belanja apabila terjadi denda atas keterlambatan pembayaran
[l2gihan langganan telepson.

1522113 Belanja Langganan Adr
[Belanja langganan air, termasuk belanja apabila terjadi denda atas keterlambatan pembayaran
[lagihan langganan air.

522119 [Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya
[Belanja langganan daya dan jasa lainnya, termasuk belanja apabila terjadi denda atas keterlambatan

bayaran tagihan langganan daya dan jasa lainnya.

52212 [Belanja Jasa Pos dan Giro

1522121 Belanja Jasa Pos dan Giro
Digunakan untuk pembayaran jasa perbendaharaan yang telah dilaksanmnakan oleh kantor pos
diseluruh Indonesia.

52213 Belanja Jasa Konsultan

1522131 Belanja Jasa Konsultan
IDigunakan untuk pembayaran jasa konsultan secara kontraktual termasuk jasa pengacara yang
joutputnya tidak menghasilkan Aset Lainnya.

2214 Belanja Sewa

522141 Belanja Sewa
Digunakan untuk pembayaran sewa (misalnya sewa kantor/gedungruangan, atau sewa lainmnya).

52215 [Belanja Jasa Profesi




522151 Belanja Jasa Profasi
Balanja untuk pembayaran honorarium narssumbear yang diberikan kepada pagawal nagarifnon-
pegawai negeri sebagai narssumbear, pembicara, praktisi, pakar yang mamberikan
nformasifpengetahuan kepada pegawai negeri lainnya'masyarakat.
Honorarium narasumber paegawai negeri dapat diberikan dengan katentuan:

- barasal dari lwear lingkup unit esalon | panyslenggara;
- barasal dari lingkup unit esaelon | penyslenggara sepanjang pesarta yang menjadi sasaran
utama kegiatan berasal dari luar lingkup wnit esslon | berkenaan'masyarakat.

52218 Belanja Jasa Lainnmya

522181 Belanja Jasa Lainnya
Digunakan untuk pembayaran jasa yang tidak bisa ditampung pada kelompok akun 52211, 52212,
2213, 52214, dan 52215,

5223 Eelanja Jasa untuk Pencatatan Jasa dar Hibah

52231 Eslanja Jasa untuk Pencatatan Jasa dari Hibah

522311 Ealanja Jasa untuk Pancatatan Jasa dari Hibah
Cukup jelas.

1523 BELAMJA PEMELIHARAAMN

5231 Bealanja Pemaliharaan

311 Balanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bamgunan
3111 Belanja Biaya Pemsaliharaan Gedung dan Bamgunan

I Pangaluaran pamilharaan'perbaikan yang dilaksanakan sesuai dangan Standar Biaya Lmum.
Dalam rangka mampartahankan gedung dan bangunan kantor dengan tingkat kerusakan kurang dari
Biau sampai dengan 2%:;
dan
I pemealiharaan/perawatan halamanftaman gedung’kantor agar berada dalam kondisi normal (tidak
memeanuhi syarat kapitalisasi aset tetap gedung dan bangunan).

[EZ23118 Belanja Biaya Pemseliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya
Feangeluaran untuk membiayai pemealiharaan rumah dinas dan rumah jabatan yang erat kaitannya
dengan palaksanaan tegas para pejabat seperti istana negara, rumah Jabatan
Penteri/GubarnurBupatiWalikotaMlahkamah Agungfatua Pengadilan MegerilPengadilan
TimggifH ejgksaan Agung'Kejaksaan Tinggi'Kejaksaan Megeri/Fimpinan/fetua Lembaga Mon
Feamentarian/THUFPolriiasrama yang terdapat di semua KementeriandLembaga NMon Kementarian,
termasuk THI, PolritAula yang pisah dengan Gedung Kantor/Gedung Kesanian, Art CenterfGadung
Puseum beserta isinya termasuk taman, pagar agar berada dalam kondisi normal-

52312 Eelanja Biaya Pemsaliharaan Peralatan dan Mesin

523121 Eelanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Fengeluaran untuk pemaliharaan/perbaikan untuk mempartahankan peralatan dan measin agar
berada dalam kondisi normal yang tidak meamanuhi syarat kriteria kapitalisasi as=t tetap peralatan
dan mesin.

523129 EBalanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainniya
Fengeluaran lainnya untuk pemealiharaan/perbaikan untuk mempertahankan peralatan dan mesin
Bgar barada dalam kondisi normal yang tidak memenuhi syarat kriteria kapitalisasi asat tetap

ralatan dan mesin.

52313 Eelanja Biaya Pemsliharaan Jalan, Irigasi dan Jarimgan

523131 Eelanja Biaya Pemsaliharaan JJalan dan Jambatan
Feangeluaran untuk pemsaliharaan'perbaikan untuk mampeartahankan jalan dan jpmbatan agar berada
dalam kondisi normal yang nilainya tidak mamenuhi kriteria kapitalisasi jalan dan jpmbatan.

523132 Eelanja Biaya Pemsaliharaan Irigasi
Fangeluaran untuk pemsaliharaan'perbaikan untuk mampeartahankan irigasi agar berada dalam
kondisi normal yang nilainya fidak memeanuhi kritera kapitalisasi.

523133 Eelanja Biaya Pemsaliharaan Jaringan
Fangeluaran untuk pemsaliharaan/perbaikan untuk mampeartahankan jaringan agar berada dalam
kondisi normal yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi jaringan.

52319 Eslanja Biaya Pemsaliharaan Lainnya

523199 Ealanja Biaya Pemsaliharaan Lainnya
Feangeluaran untuk pemaliharaan asst tetap se=lain gedung dan bangunan, peralatan dan measin saria
alan, irigasi dan jaringan agar bearada dalam kondisi normal termasuk pemaliharaan tempat ibadah,
bangumnan barssjarah seperti candi, bangunan paninggalan Belanda, Japang yang belum diubah
posisinya, kondisi bangunan'Bangunan Kaeraton/Puri bekas kerajaan, bangunan cagar valam, cagar
budaya, makam yang memilki nilai sejarah.

524 BEELAMJA PERJALANAMN

5241 Ealanja Perjalanan Dalam Megari

52411 Eslanja Perjalanan Dalam Megeri




jE2a111 Ealanja Ferjalanan Biasa
Fangealuaran untuk perjalanan dinas seperti perjalanan dinas dalam rangka pembinaan'konsultasi,
parjalanan dinas dalam rangka pengawasan/pemariksaan, mutasi pegawal, mutasi pensiun,
ngiriman jenasah.
524112 Ealanja Perjalanan Tetap
Fangealuaran untuk perjalanan dinas tetap yang dihibung dengan memperhatikan jumlah pejabat yang
melaksanakan perjalanan dinas. Peangseluaran oleh Kemanterian MegaraLembaga untuk kegiatan
pelayanan masyarakat Contoh - perjalanan dinas oleh tenaga penyulubh pertanian, jura penerang,
nyulub eagama dan |lainmya.
524113 Balanja Perjalanan Dinas Dalam Koi=
Fangeluaran untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan di dalam kota sesuai dengan peraturan
mentari keuangan yang mangatur mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara,
awai negeri, dan pegawai tidak tetap
524114 Ealanja Perjalanan Dinas Paket Meating Dalam Kota
Fangeluaran untuk perjalanan dinas dalam rangka kegiatan rapat, seminar, dan sejanisnya yang
dilaksanakan di dalam kota satker peny=lenggara dan di biayai seluruhmya oleh satker
penyelanggara, serta yang di laksanakan di dalam koia satker peserta dengan biaya parjalanan
dinas yang ditanggung olah satker peseria, maliputi:
a) Biaya transporiasi peserta, panitia’moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari
dalam kota maupuwun luar kotag;
b) Biaya paket mesating (halfdayfulldayfullboard);
) Uang saku pesaria, panitiafmoderator, danfatau narassumber baik yang berasal dari dalam kota
maupun luar kota termasuk vang =aku rapat dalam kantor di lear jam kerja;
d) Uang harian dan/atau biaya panginapan pesarta, panitis’modarator, danfataw narasumber yang
mangalami kesulitan transportasi.
Basaran nilai biaya caket mesting, wang transpor, uang saku, dan wang harian mengikuti kaetantean
ang mangatur mengenai standar biaya tahun barkenaan.
js24119 Ealanja Perjalanan Dinas Paket Meatimg Lwar Kota
FPangeluaran untuk perjalanan dinas dalam rangka kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya yang
dilaksanakan di luar koila satker penyelanggara dan di biayvai seluruhnya oleh satker penyslenggara,
Eerta yang dilaksanakan di luar kota satker peserta di biayai perjalanan dinas yvang di tamggung aleh
Eatker peserta meliputic
a) Biaya transporiasi peserta, panitiafmoderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari
dalam kota maupwun luar kotag;
b} Biaya paket meating (fullboard)
) Uang saku pesaria. panitiafmoderator, danfatau narassumber baik yvang berasal dari dalam kota
maupun huear kots;
d} Uang harian danvatau biaya panginapan peserta, panitiafmodarator, dandataw narasumber yang
mengalami kesulitan transportasi.
Basaran nilai biaya paket mesating, wang transpor, uang saku, dan uang harian mengikuti ketantean
ang mengatuer mengenai standar biaya tahun barkenaan.
jS2a 2 Balanja Perjalanan Luwar Megeri
E=z4z1 Ealanja Peralanan Luar Megeri
524211 Balanja Perjalanan Biasa - Luar Megeri
Fangealuaran untuk perjalanan dinas seperti perjalanan dinas dalam rangka pembinaan'konsultasi,
paerjslanan dinas dalam rangka pengawasanipemeariksaan, mutasi pegawai, mutasi pensiun,
ngiriman jenasah untuk kepantingan dinas di / ke luar negeri.
524212 Balanja Perjalanan Tetap - Luar Megsari
Fangeluaran untuk perjalanan dinas tetap yang dihitung dengan memperhatikan jumlah pejabat yvang
melaksanakan perjalanan dinas. Peangeluaran oleh kemanterian Negaraflembaga untuk kegiatan
pelayanan warga di f ke luar negeri Contoh perjalanan dinas ol=h tenaga ahli di kedutaan besar atau
Bilase.
jS24219 Ealanja Perjalanan Lainnya - Luar Megeri
Fangeluaran untuk perjalanan lainnya dalam rangka pendukung kegiatan kemeanterian
negaraflembaga yang tidak tertampung di dalam pos belanja perjalanan biasa dan tetap antara lain
biaya pernalanan ieknis oparasional kegiatan bagi kedutaan besar atau atase di luar negeri.
525 EELANJA BADAM LAY AMNAM UMUM (BLLY
BEZ51 E=lanja BEarang BELU
52511 Balanja Barang dan Jasa BLLI
525111 Balanja Gaji dan Tunjangan
FPangeluaran untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawsi BLLU.
25112 Ealanja Barang
Pangeluaran untuk pembealian barang untuk kegiatan operasional dan non opsrasional BLL.
525113 Ealanja Jasa
FPangeluaran untuk memperoleh jasa untuk kegiatan operasional dan non operasional BLLL.




525114

Eelanja Pemaliharaan

Pangeluaran untuk pemealiharaan BN BLLUL

525115

Eelanja Perjalanan

FPangeluaran untuk pembayaran perjalanan dinas pegawai BLLU.

B251168

Balanja atss Pengelolaan Endowmeant Fund

Cigunakan untuk mencatat biaya-biaya yvang digunakan untuk pangelolaan Endowmeant Fund dan
Cana Cadangan Pendidikan oleh BLU Bidang Pendidikan atau yang ditunjuk pada Kementarian
Feuangan sesuai maksud pembentukannya.

25119

Eelanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

Feangeluaran untuk keparuan dilear akun 525111, 525112, 525113, 525114, 525115 dan 525116
pntuk menunjang kegiatan BLU yang bersangkutan.

BELAMJA MODAL

1531

BELAMJA MODAL TAMAH

15311

Eelanja Modal Tanah

111

Balanja Modal Tanah

1111

Balanja Modal Tanah

[Saluruh pengeluaran yang dilakukan untuk pengadaan' pembelian' pembebasan penyealesaian, balik
hama. pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta
pengaluaran - pangeluaran lain yang barsifat administratif sshubungan dengan perclehan hak dan
fewajiban atas tanah pada saat pembebasandpembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap
digunakan! pakai (swakelolakonirakibueal).

51112

Eelanja Modal Pembebasan Tanah

[Selurub pengeluaran yang dilakukan untuk pembabasan, balik nama, pengosongan, serta
pengaluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sefbwbungan dengan perolehan hak dan
kewajiban atas tanah pada saat pembebasanfpembayaran ganti rugi secara swakelola sampai tanah
parsebut siap digunakany pakai (swakelola).

I5a1113

Helanja Modal Pembayaran Homor Tim Tanah

Fengeluaran untuk pembayaran upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis pada saat
pengadaan/pembelian tanah secara swakelola sampai dengan tanah tersebut siap
Higunakan'dipakai (swakeslhala).

531114

Eelanja Modal Pembuatan Serdifikat Tanah

FPangeluaran yang dilakukan untuk pembuatan sertifikat tanah pada saat pengadaan/pambslian
fanah secara swakelola sampai dangan tanah tersebuf siap digunakan/dipaksi (swakslola).

531115

Belanja Modal Pengurukan dan Pamatangan Tanah

Fangeluaran yang dilakukan untuk pengurekan/panimbuenan, perataan dan pematamngan tanah pada
saat pengadaan/pembelian tanah secara swakelola sampai dengan tanah fersebut siap
Higunakan'dipakai [swakelala).

E31116

Eelanja Modal Biaya Pengukuran Tanah

FPeangeluaran yang dilakukan untuk pengukuran tanah pada saat pengadaandpembelian tanah secara
Ewakelola sampai dengan tanah tersebut siap digunakanidipakai (swakskola).

EIT117

Eelanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah

FPangeluaran yang dilakukan untuk kepantingan perjalanan dinas dalam rangks
pengadaan/pambelian tanah secara swakelola sampai dengan tanah fersaebut siap
Higunakan'dipakai (swakeslola).

5312

BHelanja Modal Tanah untuk Pencatatan Tanah dari Hibah

Ba1Z1

BHelanja Modal Tanah untuk Pencatatan Tanah dari Hibah

Ba1Z211

BHelanja Modal Tanah untuk Pencatatan Tanah dari Hibah

ICukup jelas.

532

BELAMJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

g |

Eelanja Modal Peralatan dan Measin

g

Eelanja Modal Peralatan dan Measin

Bazi11

Eelanja Modal Peralatan dan Measin

Fangeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan
antara lain biaya pembelian, biaya pengangkufan, biaya instalasi, sarta biaya langsung lainnya unbuk
memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

B32112

Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin

Fangaluaran untuk pengadaan bahan baku paralatan dan mesin pada saat pengadaan paralatan dam
Imesin secara swakelola.

E3Z113

Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin

Fengeluaran untuk pembayaran upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis pada saat pengadaan
ralatan dan mesin secara swakalola sampai dengan peralatan dan mesin siap digunakan.




532114

EBalanja Modal Sewa Peralatan dan Measin

Fangaluaran untuk pembayaran sewa ruangan,sewa maobil dan biaya sewa lainnya pada saat
pengadaan peralatan dan mesin secara swakelola sampai dengan peralatan dan mesin tersebut siap
Higunakan.

532115

Balanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Measin

Fangaluaran untuk pembayaran biaya perencanaan dan pengawasan pada saat pengadaan
ralatan dan mesin secara swakalola sampai dangan peralatan dan mesin terssbut siap digunakan.

Sa2116

Balanja Modal Perijinan Peralatan dan Mesin

Fangaluaran untuk pembayaran biaya perijinan yang dipardukan pada saat pengadaan peralatan dan
mesin secara swakslola sampai dengan par w dan mesin iersabut siap digunakan.

==rihir

Ealanja Modal Pemasangan Paral 1 dan Measin

Fangaluaran untuk pembayaran biaya pemasangan dan instalasi pada saat pangadaan peralatan
Han mesin secara swakelola sampai dengan paralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

532118

Halanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin

Fangaluaran untuk pembayaran biaya perjaglanan dalam rangka pengadaan peralatan dan measin
Eecara swakelola sampai dengan peralaian dan mesin tersebut siap digunakan.

Eaziz

Balanja Penambahan Milai Pear w dan Masin

Isaz121

Halanja Penambahan Milai Paral y dan Measin

Balanja Modal ssetelah perolahan peralatan dan mesin yang mamparpanjang masa manfzatiumur
ekonomis, atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datamg
Halam bentuk peningkatan kapasitas, produksi atau peningkatan standar kinerja; dan mamenubi
batasan minimun kapitalisasi sesuai dengan peraturan menteri keuangan yang mengater batasan
Iminimun kapitalisasi.

532z

EBalanja Modal Peralatan dan Measin untuk Pencatatan Paralatan dan Mesin dari Hibah

53221

Balanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Penc n Paralatan dan Mesin dari Hibah

532211

Balanja Modal Peralatan dan Measin untuk Pencatatan Per 1 dan Mesin dari Hibah

[Cukup jelas.

533

BELAMIA MODAL GEDUNG DAM BANGLMARM

5331

Balanja Modal Gedung dan BEangunan

311

Balanja Modal Gedung dan BEangunan

3111

Bealanja Modal Gedung dan Bangunan

Fangaeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan secara kontrakiual sampai dengan gedung
jdan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya kontruksi, termasuk biaya
ngurusan IMEB, notaris dan pajak (kontraktbual).

533112

Balanja Modal Bahan Baku Gedung dan Bamngunan

Fangaluaran untuk pengadaan bahan baku Gedung dan Bangunan pada saat pengadaan Gedung
jHan Bangunan secara swakalola.

533113

Halanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengalola Teknis Gedung dan Bangunan

Fangaluaran untuk pembayaran upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis pada saat pengadaan
=dung dan bangunan secara swakelola sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan.

533114

Balanja Modal Sewa Peralatan Gedung dan Bangunan

Fangaluaran untuk pembayaran sewa ruangan, sewa mobil dan biaya sewa lainnya pada saat
pengadaan gedung dan bangunan secara swakalola sampai dengan gedung dan bangunan tersebut
Eiap digunakan.

533115

Balanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan

Fangaluaran untuk pembayaran biaya perencanaan dan pengawasan pada saat pengadaan gedung
Han bangunan secara swakelola sampai deangan gedung dan bangunan tersebut siap digunakan.

533116

BHalanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan

Fangaluaran untuk pembayaran biaya perijinan yang diparfukan pada saat pangadaan gedung dan
bangunan secara swakelola sampai dengan gedung dan bangunan tersebut siap digunakan.

533117

Halanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama, Gedung dan Bangunan

Fangaluaran untuk pembayaran biaya pengosongan, pembongkaran bangunan lama pada saat
mbangunan gedung dan bangunan secara swakslola.

533118

Balanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan

Fangaluaran untuk pembayaran biaya perjalanan dalam rangka pangadaan gedung dan bamgunan
Eecara swakeslola sampai dengan gedung dan bangunan tersebut siap digunakamn.

53312

Bealanja Penambahan Milai Gedung dan Bangunan

33121

Balanja Penambahan Milai Gedung dan Bangunan

Halanja Modal sstelah perolahan gedung dan bangunan yang mempenpanjang masa manfaatiumur
ekonomis, atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datamg
Halam bentuk peningkatan kapasitas, produksi atau peningkatan standar kinerja; dan mamenubi

t 1 minimun kapitalisasi sesuai dengan peraturan mentari keuangan yang mengater batasan
minimuwn kapitalisasi.

5332

Balanja Modal Gedung dan Bangunan untuk Pancatatan Gedumng dan Bangunan dari Hibah




32114

Balanja Modal Sewa Peralatan dan Measin

Fangaluaran untuk pembayaran sewa rnuangan.sewa mobill dan biaya sewa lainnya pada saat
pengadaan peralatan dan mesin secara swakslola sampai dengan peralatan dan mesin tersebut siap
digunaksmn.

32115

Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin

Fengaluaran wntuk pembayaran biaya perencanaan dan pengawasan pada saat pengadaan
ralatan dan measin secara swakelola sampai dangan peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

E32116

Belanja Modal Perijiman Peralatan dan Mesin

FPangaluaran untuk pembayaran biaya perijinan yang diparfukan pada saat pangadaan peralatan dan

Imesin secara swakslola sampai dengan paral 1 dan mesin tersabut siap digunakan_

ey I

Belanja Modal Pemasangan Paral 1 dan hMasin

Fengaluaran wntuk pembayaran biaya pemasangan dan instalasi pada saat pengadaan peralatan
Han mesin secara swakelola sampai dengan paralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

eyl

Balanja Modal Perjalanan Paralatan dan Mesin

Pangaluaran untuk pembayaran biaya perjalanan dalam rangka pengadaan peralatan dan masin
Eecara swakslola sampai dengan paralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

| e

Belanja Penambahan Nilai Paral 1 dan Masin

ey ey |

Belanja Penambahan Milai Paral 1 dan Masin

Belanja Modal saetalah peroclahan paralatan dan mesin yang meamparpanjang masa manfast/umuor
pkonomis, atau yang kamungkinan besar mamber manfaat ekonomis di masa yang akan datang
dalam bentuk peningkatan kapasitas, produksi atau peningkatan standar kinara; dan mamanubhi
batasan minimun kapitalisasi sesuai dengan paraturan mentar keuangan yang mengatur batssan
minimuwn kapitalisasi.

5322

EBelanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Pencatatan Pearalatan dan Mesin dari Hibah

IEa221

EBelanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Pencatatan Paralatan dan Mesin dari Hibah

32211

Balanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Pencatatan Per 1 dan Mesin dari Hibah

ICukup jelas.

=33

BELAMIA MODAL GEDUMNG DAN BAMGLIMAM

=331

Bealanja Modal Gedung dan Bangunam

311

Belanja Modal Gedung dan Bamngunam

3111

Belanja Modal Gedung dan Bamngunam

Peangaluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan secara konfraktual sampai dengan gedung
dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya kontruksi, tarmasuk biaya
ngurusan IMEB, notaris dan pajak (kontrakiual).

33112

Balanja Modal Bahan Baku Gedung dan Bamngunan

FPangaluaran untuk pengadaan bahan baku Gedung dan Bangunan pada saat pangadaan Gedung
Han Bangunan secara swakalola.

E33113

Belanja Modal Lipah Tanaga Kerja dan Honor Pengslola Teknis Gedung dan Bangunan

Pangaluaran untuk pembayaran upah tenaga kerja dan honor pengalola teknis pada saat pengadaan
edung dan bamngunan sacara swakelola sampail dengan gedung dan bangunan siap digunakan.

=33114

Balanja Modal Sewa Peralatan Gedumg dan Bangunan

Fangaluaran untuk pembayaran sewa nuangan, sewa mobil dan biaya sewa lainnya pada saat
pengadaan gedung dan bangunan secara swakalola sampai dangan gedung dan bangunan tersebut
Eigp digunakamn.

533115

Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan

Fengaluaran wntuk pembayaran biaya perencanaan dan pengawsasan pada saat pengadaan gedumng
Hdan bangunan secara swakelola sampai dengan gedumng dan bangunan tersebut siap digunakan.

E33116

Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan

FPangaluaran untuk pembayaran biaya perijinan yang diparfukan pada saat pangadaan gedung dan
bangunan secara swakalola sampai dengan gedung dan bangunan tersebuwt siap digunakan.

33117

Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama, Gedung dan Bangunan

Fengaluaran wntuk pembayaran biaya pengosongan. pembongkaran bangunan lama pada saat
mbangunan gadung dan bangunan secara swakslola.

33118

Belanja Modal Perjalanan Gadung dan Bangunan

FPangaluaran untuk pembayaran biaya perjalanan dalam rangka pengadaan gedung dan bangunan
Eecara swakslola sampai dengan gedung dan bangunan tersebut siap digunakam.

E3312

Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan

IE33121

Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan

Belanja Modal setalah peroclahan gedung dan bangunan yang memperpanjang masa manfaatiurmer
pkonomis, atau yang kamungkinan besar mamber manfaat ekonomis di masa yang akan datang
dalam bentuk peningkatan kapasitas, produksi atau peningkatan standar kinarja; dan meamanubi
batasan minimun kapitalisasi sesuai dengan paraturan menter keuangan yang mengatur batssan
minimuwn kapitalisasi.

5332

Belanja Modal Gedwung dan Bangunan untuk Pencatatan Gedung dan Bangunan dari Hibah




53321 Bealanja Modal Gedung dan Bangunan untuk Pancatatan Gedung dan Bangunan dari Hibah
533211 Bealanja Modal Gedung dan Bangunan unfuk Pancatatan Gedung dan Bangunan dari Hibah
[Cukup jelas.
=] BELAMJA MODAL JALAN, IRIGAS] DAN JARINGAN
==Ch Balanja Modal Jalan, Irigasi dan Jarimgan
B34 Helanja Modal Jalan dan Jambatan
IS534111 Helanja Modal Jalan dan Jeambatan
Pangaluaran untuk memperoleh jalan dan jambatan sampai siap pakai maliputi biaya perolehan atau
biaya kontruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan tersebut siap pakai.
534112 Healanja Modal Bahan Baku Jalan dan Jambatan
Fengsaluaran untuk pengadaan bahan baku Jalan dan Jembatan pada saat pengadaan jalan dan
embatan secara swakelola.
E34113 Ealanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jalan dan jermbatan
Fangaluaran untuk pembayaran upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis pada saat pengadaan
alan dam jambatan secara swakelola sampai dangan jalan dan jembatan tarsebut siap digunakan.
E34114 Bealanja Modal Sewa Peralatan Jalan dan Jembatan
Fangaluaran untuk pembayaran sewa ruangan.sewa maobil dan biaya sewa lainnya pada saat
pengadaan jalana dan jpmbatan secara swakalola sampai dengan jalan dan jembatan tersabut siap
Higunakamn.
534115 Balanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan
Fangaluaran untuk pembayaran biaya perencanaan dan pengawasan pada saat pengadaan jalan
Han jembatan secara swakeslola sampai dengan jalan dan jembatan tersebut siap digunakan.
534116 Balanja Modal Perijinan Jalan dan Jembatan
Fangaluaran untuk pembayaran biaya perijinan yang diparlukan pada saat pangadaan jalan dan
embaian secara swakslola sampai dengan jalan dan jembatan tersebut siap digunakamn.
534117 Balanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama Jalan dan Jambatan
FPangaluaran unbuk pembayaran biaya pengosongan, pembongkaran bangunan lama pada sast
mbangunan jalan dan jpmbatan secara swakelola.
534118 EBalanja Modal Perjalanan Jalan dan Jembatan
Pangaluaran untuk pembayaran biaya perjalanan dalam rangka pangadaan jalan dan jambatan
Eecara swakslola sampai dengan jalan dan jembatan tersebut siap digunakan.
53412 Balanja Modal Irigasi
534121 Balanja Modal Irigasi
Pangaluaran wntuk memperoleh irgasi sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biayva
fkontruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai irigasi tersebut siap pakai.
534122 Balanja Modal Bahan Baku Irigasi
Pangaluaran wntuk pengadaan bahan baku irigasi pada saat peangadaan irgasi secara swakalola.
534123 Balanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengalola Teknis Irgasi
Pangaluaran untuk pembayaran upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis pada saat pengadaan
rigasi secara swakelola sampai dangan irigasi tersebut siap digunakan.
J53d 124 Bealanja Modal Sewa Peralatan lrigasi
Pangaluaran untuk pembayaran sawa rnuangan,sewa mobil dan biaya sewa lainnya pada saaf
ngadaan irigasi secara swakelola sampai dengan irigasi tersebut siap digunakan.
534125 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Irigasi
Fengsaluaran untuk pembayaran biaya perencanaan dan pengawasan pada saat pengadaan irigasi
Eocara swakelola sampai dengan irigasi tersebut siap digunakan.
534126 Bealanja Modal Perijinan Irigasi
Fengsaluaran untuk pembayaran biaya perijinan yang diparlukan pada saat peangadaan irigasi secara
Ewakelola sampai dengan irigasi tersebut siap digunakan.
534127 Bealanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama Irigasi
Fengaluaran untuk pembayaran biaya pengosongan, pembongkaran bangunan lama pada saat
mbangunan irigasi secara swakelola.
534128 Balanja Modal Perjalanan Irigasi
Fangaluaran untuk pembayaran biaya perjalanan dalam rangka pengadaan irigasi secara swaksalola
Eampai dengan irigasi tersebut siap digunakamn.
53413 Balanja Modal Jaringan
534 131 Balanja Modal Jaringan
Fangsaluaran untuk memperoleh jaringan sampai siap pakai maliputi biaya perolahan atau biaya
kontruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jaringan tarsebut siap paksai.
534132 Balanja Modal Bahan Baku Jaringan
FPangaluaran unbuk pengadaan bahan baku @rngan pada sast pengadaan jaringan secara
Ewakslola.




534133 Balanja Modal Lipah Tenaga Kerja dan Honor Pengslola Teknis Jaringan
FPangaluaran wnbuk paembayaran upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis pada saat pengadaan
gringan secara swakalola sampai demngan jaringan fersebut siap digunakan.
1554 134 Balanja Modal Sewsa Peralatan Jaringan
FPangaluaran wnbuk paembayaran sewa ruangan.sawa mobil dan biaya sewa lainnya pada saat
nigadaan jaringan secara swakelola sampai dengan jaringan terssebut siap digunakan.
534135 Balanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jlaringan
FPangaluaran wnbuk pembayaran biaya perencanaan dan pengawssan pada saat pengadaan jaringan
Eecara swakslola sampai dengan jaringan terssebul siap digunakan.
534 1 36 Balanja Modal Perijinan Jaringan
FPangeluaran untuk pembayaran biaya perijinan yang diparfukan pada saat pengadsan jaringan
Eecara swakelola sampai dengan jaringan tersebul siap digunakan.
534137 Balanja Modal Pengosomngan dan Pembongkaran Bangunan Jarimgan
FPangaluaran untuk pembayaran biaya pengosongan, pembongksran bangunan lama pada saat
mbangunan jaringan secara swakelola.
(534 138 Balanja Modal Perjglanan Jaringam
FPangaluaran unbuk pembayaran biaya perjalanan dalam rangka pengadaan jaringan secara
Ewakelola sampai dengan jaringan tersebut siap digunakan.
534 14 Balanja Penambahan Milai Jalan dan Jembatan
I5ad 141 Balanja Penambahan Milai Jalan dan Jembatan
Balanja Modal setalah perclehan jalan dan jpmbatan yang memparpanjang masa manfaatiumor
Epkonomis, atau yang kemungkinan besar member manfaat ekonomis di masa yang akan datang
dalam bentuk peningkatan kapasitas, produksi atau peningkatan standar kinarga.
53415 Bealanja Penambahan Milai Irigasi
IS 151 Balanja Penambahan Milai Irigasi
Balanja Modal sstalah perolehan irigasi yang mamparpanjang masa manfaatiumuor akonomis, atau
lrarng kemungkinan besar memberi manfaat eakonomis di masa yang akan dsatang dalam bantuk
ningkatan kapasi . produksi atau paningkatan standar kinerja.
53416 Balanja Penambahan Milai Jaringan
E34161 Balanja Penambahan Milai Jaringan
Balanja Modal setaelah paerclehan jarimgan yang mampeanpanjang masa manfaatiumor ekonomis, atau
wamng kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk
ningkatan kapasi . produksi stau paningkatan standar kinerja.
5342 Balanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk Pencatatan Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Hibah
ey | Balanja Modal Jalan, Irgasi dan Jarinrgan untuk Pencatatan Jalan, Ingasi dan Jaringan dan Hibah
E34211 Balanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan unfuk Pancatatan Jalan, Irngasi dan Jaringan dari Hibah
[Cukup jelas.
536 BELAMJA MODAL LAINRY A
5361 Balanja Modal Lainmya
3611 Balanja Modal Lainmya
IBa3E111 Balanja Modal Lainnya
FPangaluaran untuk memperoleh Aset Tetap Lainnya dan Aset Lainnya yang tidak dapat
diklasifikasilkan dalam balanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedwung dan bamgunan, jalan,
jrigasi dan jarnmgan. Pengsluaran untuk meampearoleh Aset Tefap Lainnya dan Aset Lainmya sampai
Hengan siap digunakan.
Balanja Modal Lainnya dapat digunakan untuk pangadaan softwara, pengembangan website,
pengadaan lisensi yang mambsarikan manfaat lebih dari sabu tahwn baik secara swakelola maupumn
Hikontrakkan kepada Pihak Featiga.
Balanja Modal Lainnya dapat digunakan untuk pembanguenan aset tetap renowvasi yang akan
dizerahkan kepada enfitas |lain dan masih di lingkwengan pemerintah pusat. Untuk Aset Tetap
Renovasi yang nantinya akan diserahkan kapada entitas lain berupa Gadung dan Bangunan
mengikuti ketentuan batasan minimal kapitalisasi.
Termaswuk dalam belanja modal lainnya : peangadaan/pembelian barang-barang kaesenian, dan koleksi
rpustakaan.
IS3612 Balanja Penambahan Milai Aset Tetap Lainnya danfatau Aset Lainnya
36121 Ealanja Penambahan Milai Aset Tetap Lainnya dan/atau Asst Lainnya
Balanja Modal setelah perclehan Asst Tetap Lainnya danfatau Asst Lainnya yang memperpanjang
masa manfastfumuor akonomis, atau yang kamungkinan besar meamberi manfaat ekonomis di masa
lwang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, produksi atau paningkatan standar kinerja.
Lintuk penambahan nillai Asat Tetap Renovasi yang nantinya akan diserahkan kepada antitas lain
berupa Gadung dan Bangunan mengikuti ketentuwan batasan minimal kapitalisasi.
5362 Balanja Modal Lainmya unfuk Pencatatan Aset Tetap Lainnya dan'atau Aset Lainnya dari Hibah
E3621 Bealanja Modal Lainmya unfuk Pencatatan Aset Tetap Lainnya danfatau Aset Lainnya dari Hibah
IBa3E211 Balanja Modal Lainnya uniuk Pencatatan Aset Tetap Lainnya dan/ataw Asat Lainnya dar Hibah
[Cukup jelas.




=37

BELAMJA MODAL BADAM LAY AMAN LIMUM (BLLY)

=37

Balanja Modal BLU

=3v11

Balanja Modal BLU

37111

Belanja Modal Tanah - BLI

Belanja Modal Tanah BLLL.

Eayiiz

Balanja Modal Peralatan dan Measin - BLU

Bealanja Modal Peralatan dan Measin BLLL.

537113

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLLU

Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLLL.

EaF114

Bealanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLL

Bealanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLL_

37115

Bealanja Modal Lainmya - BLL

Bealanja Modal Lainmya BLLL.

BELAMJA BANTUAMN SOSLAL

1

BELAMIA BANTUAN SOSIAL UNTUK REHABILITAS] SOSIAL

11

Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial

57111

Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial

ET1111

Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Dalam Benfuk Uang

Digunakan unfuk Balanja Bantuan Sosial dalam bantuk uang yamng dimaksudkan wntuk memulibdkan
jdan mengambangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat
Imelaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Briii1z2

Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Dalam Bentuk Barangflasa

Digunakan unfuk Balanja Bantuan Sosial dalam bantuk barangfjasa yang dimakswedkan untuk
mamulihkan dan mengembangkan kemampuan sesaorang yang mangalami disfungsi sosial sgar
Hapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

T2

BELAMJA BANTUAN SOSIAL UNTUK JARMIMNAN SOS1AL

=721

Belanja Bantuan Sosial Unituk Jaminan Sosial

ET211

Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial

Er2111

Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam Bantuk Usng

Digunakan unfuk Balanja Bantuan Sosial dalam bantuk uang yamg dimaksudkan wntuk skama yang
melambaga untuk meanjamin saluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupmya yvang
jayak. Jaminan sosial dibarikan dalam bentuk funjangan barkelanjutan. Asuransi kesejahteraan sosial
disalenggarakan untuk melindungi warga negara yang tidak mampu meambayar premi agar mampu
Imemalihara dan mempertahankan taraf kessjahteraan sosialnya. Asuransi kessjahteraan sosial ini
diberikan dalam bentuk iuran oleh pemerintah.

Br2ii1z2

Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam Bantuk Barang!Jass

Cligunakan uniuk Balanja Bantuan Sosial dalam beantuk barangfjasa yang dimakswedkan unfuk skema
lryarng melembaga untuk mMmenjamin saluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya
lvarg layak. Jaminan sosial diberkan dalam beantuk tunjangan berkelanjuian. Asuransi kessjahteraan
Eosial disslenggarakan untuk melindungi warga negara yang tidak mampu meambayar prami sgar
mampu mamealihara dan meampartahankan taraf kesajahteraan sosialnya. Aswuransi kesejahteraan
Eosial ini diberikan dalam bentuk ivran olsh pemearintah.

=73

BELAMJA BANTUAMN SOSIAL UNTUK PEMBERDAY AAMN SOSIAL

T3

Ealanja Bantuan Sosial Uniuk Pemberdayaan Sosial

ETrail

Belanja Bantuan Sosial Untuk Pembaerdayaan Sosial

E73111

Belanja Bantuan Sosial Untuk Peambaerdayaan Sosial Dalam Bentuk Uang

Digunakan unfuk Balanja Bantuan Sosial dalam bantuk uang yamng disrahkan untuk menjadikan
jvarga negara yang meangalami masalah sosial mampunyai daya, sehingga mampu memenubi
kebutuhan dassrmya. Peambardayaan Sosial diberikan melalui antara lain:

1. Peaningkatan kemauvan dan kemampuan;

2.  Panggalian potensi dan sumber days;

3. Panggalian nilai-nilai dasar;

4. Pemberian akses; danfatau

5. Peambarnan banfuan usaha.

IBraiiz

Belanja Bantuan Sosial Untuk Pembeardayaan Sosial Dalam Bentuk Barang/Jasa

Digunakan unfuk Balanja Bantuan Sosial dalam bantuk barangfjasa yang diarahkan untuk
Imenjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempoenyai daya, sehingga mampu
memenuhi kebutuhan dasamya.

Pambaerdayaan Sosial diberikan melalui antara lain:

Paningkatan kemauan dan kemampuan;

Panggalian potensi dan sumber daya;

Panggalian nilai-nilai dasar;

Pambearian akses; danfatau

L

Peambearian bantuan usaha.




574 BELAMJA BANTUAN SOSIAL UNTUK PERLINDUNGAN S0OS1AL

I5Td1 Balanja Bantuan Sosial Untuk Peardindungan Sosial

j5Ta11 Balanja Bantuan Sosial Untuk Padindungan Sosial

I5r4111 Balanja Bantuan Sosial Untuk Pedindungan Sosial Dalam Bentuk Uamng
Digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial dalam bantuk vamng yang dimaksudkan wntuk mencegah
dan menangani risiko dari guncamngan dan kerantanan sosial sesaorang, keluarga, kelompok,
dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai demgan kebutuhan dasar
minimal. Perdindungan sosial diberikan melalui antara lain:

- Bantuan sosial yang diberikan dalam bemntuk:
1. bantuan langsung:
2.  penyediaan aksesibilitas; danf/atau
3. penguatan kelembagaan.
- Adwokasi sosial yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban , pembelaan,
dan pamanuhan hak.
- Bantuwan hukum diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukwm.

ISra112 Balanja Bantuan Sosial Uniuk Pardindungan Sosial Dalam Bentuk Barang/Jasa
Digunakan unituk Belanja Bantuan Sosial dalam beantuk barangfjasa yang dimakswdkan untuk
mencagah damn menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseocrang., kelearga,
kelompok, danfatau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan
kebutuhan dasar minimal. Perlindungan sosial diberikan melalui antara lain:

- Bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk:
1. bantuan langsung:
2. penyediaan aksesibilitas; dan/atau
3. penguatan kelembagaan.
- Adwokasi sosial yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban , pembelaan,
dan pamanuhan hak.
Bantuwan hukum diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukwm.

575 EIELANJ.A BANTUAMN SOSIAL UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKIMNANM

I5T51 Balanja Bamnduan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan

57511 Balanja Bamnduan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan

I5T5111 Belanja Bamnduan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Uang
Digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk vang yang merupakan kebijakan, program,
dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak
mempunyai atau mampunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang
layak bagi kemanusiaan. Fenanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk antara lain:

- Fanyuluhan dan bimbingan sosial

- FPealayanan sosial;

- FPanyediaan akses kesampatan karja dan berusaha;

- FPanyediaan akses pelayanan kesehatan dasar;

- Panyediaan akses pelayanan pendidikan dasar;

- Panyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; danfatau

- Panyediaan akses pelatinan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha.

I5T5112 Balanja Banduan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Barang/Jasa
Digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barangfjasa yang merupakan kabijakan,
program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat
lyang tidak mempunyai atau meampunyai sumbear mata pencaharan dan tidak dapat meamanuhi
kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bemntuk
pntara lain:

- Fanyuluhan dan bimbingan sosial

- FPealayanan sosial;

- FPanyediaan akses kesampatan karja dan berusaha;

- Panyediaan akses pelayanan kasehatan dasar;

- Panyediaan akses pelayanan pendidikan dasar;

- Panyediaan akses pelayanan parumahan dan permukiman; dan/atau

Fanyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha.

I5T6 EIELANJ.A BANTUAN SOSIAL UNTUK PENANGGULANGAN BENCAMA

ETE1

Belanja Banduan Sosial Uniuk Penanggulangan Bencana

ETE11

Balanja Banduan Sosial Uniuk Penanggulangan Bencana




BrEi1i

Belanja Bantuan Sosial Uniuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Uang

Digunakan unfuk balanja Bantuan Sosial dalam banfuk vamng yang merupakan serangkaian upaya
wamg meliputi panatapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan
pencegahan'mitigasi bencana, tangggap darurat dan rehabilitasifrekonstruksi. Penanggulangan
bencana dilaksanakan dalam bentuk antara lain:

Panyediaan dan penyiapan barang pasokan pamenuhan kabwtuhan dasar;

Pamanuhan kebutuhan dasar maliputi bantuan penyediaan kebutubhan air bersib dan
sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kasehatan, pelayanan psikososial dan penampungan
sarta tempat hunian;

Palaksanaan perindungan terhadap kelompok rentan;

Hagiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana;

Pemberian bantuean perbaikan rumah masyarakat;

Santunan duka cita;

Santunan kecacatan.

IBTE112

Belanja Bantuan Sosial Unituk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Barangl.Jasa

Digunakan unfuk balanja Bantuan Sosial dalam banfuk barangjasa yang merupakan sarangkaian
ppaya yang meliputi penetapan kabijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan
pencagahan'mitigasi bencana, tangoggap darurat dan rehabilitasiirekonstruksi. Penanggulangan
bencana dilaksanakan dalam bentuk antara lain:

Panyediaan dan penyiapan barang pasokan pamenuhan kabwtuhan dasar;

Pameanuhan kebubuhan dasar meliputi bantuan penyediaan kebutuhan air bersibh dan
sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kasehatan, pelayanan psikososial dan penampungan
sarta tampat huniam;

Palaksanaan perindungan terhadap kelompok rentan;

Hegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana;

FPemberian bantean perbaikan rumah masyarakat;

Santunan duka cita;

Santunan kecacatan.




BAB V
PENUTUP

Demikian buku pedoman ini disusun, dengan harapan dapat
manjadi panduan dan mempermudah para perencana di lingkungan
Bagian/Bidang/Subdirektorat dalam menyusun RKA 2016, sehingga RKA
yang diusulkan menjadi berkualitas, efektif, dan efisien sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

Buku pedoman ini akan dievaluasi setiap tahun dalam rangka
mengakomodasi setiap perkembangan peraturan dan dinamika dalam
penerapannya.

Ditetapkan di Surakarta
Pada Tanggal, 23 Oktober 2020




